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Banyaknya pelaku usaha yang tidak mencantumikan informas-informasi yang lengkap 
terkait produk bahan pangan tersebut. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengkaji Peran 
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdaganngan kabupaten Pemalang 
terhadap pedagang UMKM yang tidak mencantumkan Label Kemasan Kesehatan pada 
produk makanan (2 Untuk mengkaji Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian 
dan Perdaganngan kabupaten Pemalang terhadap pedagang UMKM yang tidak 
mencantumkan Label Kemasan Kesehatan pada produk makanan. Jenis penelitian yang 
digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat field research. Penelitian field 
research adalah penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta 
fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Hasil penelitian, (1) 
Diskoperindag mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawasan terhadap perlindungan 
konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen dalam hal ini kegiatan setiap tahun 
anggaran yaitu pengawasan sembilan bahan pokok dan pengawasan makanan berbahaya 
termasuk kemasan pada label kesehatan pada produk makanan, (2) Diskoperindag 
Kabupaten Pemalang senantiasa melakukan pembinaan dan memberikan fasilitas 
kemasan bagi yang mengajukan permohonan kemasan label secara aktif dan telah 
melakukan langka-langka dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen dalam hal 
ini kemasan dan label kesehatan pada produk makanan. Berdasarkan hasil penelitian ini 
diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, 
praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal.  
 


























Many business actors do not provide complete information related to the food product. 
This study aims (1) to examine the role of the Industry and Trade Office of the 
Cooperative Industry and UMKM in Pemalang district of MSME traders who do not 
include a Health Packaging Label on food products (2 To examine the Efforts of the 
Industry and Trade Office of the Industry and Trade of Pemalang district to MSME 
traders who do not include a Health Packaging Label on food products (2 Health 
Packaging Label on food products The type of research used by the author is the type of 
research that is field research, field research is research that describes and illustrates the 
situation and phenomena more clearly about the situation that occurs.Results of research, 
(1) Diskoperindag has the task and functions as supervision of consumer protection in 
accordance with the Consumer Protection Act in this case the activities of each fiscal year 
namely the supervision of nine staples and supervision of hazardous foods including 
packaging on health labels on food products, (2) Diskoperindag Pemalang Regency 
continues to provide guidance and provide packaging facilities for those who apply for 
packaging labels actively and have done rare in order to increase consumer protection in 
this case packaging and health labels on food products. Based on the results of this study 
are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, 
and all parties in need in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.  
 





























• Proses belajar adalah membaca atau mendengar, ditunjukan dan dilakukan, mengasah 
diri, mempertajam kesadaran jiwa sehingga kita mampu menyadari keberadaan Allah 
SWT dalam segala aspek kehidupan.  
• Pahami Proses Kerja adalah sebagai proses belajar. Lakukan Kerja dengan penuh 
kesadaran, semangat dan tanggung jawab, sehingga tidak merasa kerja sebagai suatu 
beban dan dapat menjalani semuanya dengan penuh kedamaian  
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A.  Latar Belakang 
 
Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  sebagaimana 
yang kita ketahui bahwa tantangan bangsa Indonesia dalam pembangunan 
adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  untuk  mewujudkan 
masyarakat  yang  maju,  adil,  makmur  dan  mandiri    baik  secara  materiil 
maupun spiritual dalam suatu era demokrasi ekonomi. 
Pembangunan harus dilaksanakan secara terencana dan 
berkesinambungan serta integratife dan seluruh program pembangunan, baik 
dari program pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang No 25 
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,   undang- 
undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan 
Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah satu kesatuan 
system perencanaan pembangunan nasional.1 
Telah  ditetapkan peraturan daerah kabupaten pemalang No 16 tahun 
 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah   Kabupaten 
 
















perdagangan kabupaten pemalang sebagai salah satu perangkat daerah harus 
menyusun rencana strategis sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan 
misi bupati dan wakil bupati terpilih. Dinas koperasi dan UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan kabupaten pemalang diharapkan untuk dapat 
mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi ekonomi masyarakat agar 
lebih maju dan sejahtera.2 
Pelaksanaan  pembangunan  daerah  disusun  oleh  pemerintah  daerah 
 
dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki daerah untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha.3 
Untuk  meningkatkan  efisien  dan  efektifitas  pelaksanaan  program. 
 
Diskoperindag   kabupaten   pemalang   harus   terus   menerus   melakukan 
perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu 
tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pencapaian 
yang diinginkan maka perlu tujuan dan sasaran pembangunan jangka 
menengah dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan sebagai 
berikut : 
1.   Meningkatnya perkembangan perekonomian daerah 
 
2.   Meningkatnya daya saing UMKM dalam pengembangan ekonomi 
3. Meningkatnya perkembangan industri yang berbahan baku lokal guna 




2 Ibid, hlm. 2. 








4.   Meningkatnya dalam memacu perkembangan ekonomi masyarakat4 
 
Dalam  perkembangan  teknologi  dan  industri  saat  ini  membawa 
dampak  bagi  kehidupan  manusia terutama dalam  dunia usaha.  Banyaknya 
usaha yang bermunculan baik dalam skala kecil maupun besar berdampak 
pada persaingan yang ketat antar pelaku usaha.  Hal ini menyebabkan pelaku 
usaha yang menerapkan konsep pemasaran dalam sebuah produk yang 
dilakukan. Pada konsep pemasaran ini salah satu untuk mencapai apa yang 
dibutuhkan dan diinginkan konsumen serta memberikan kepuasan yang 
diharapkan secara lebih efektif dan efisien. 
Pada perkembangan  zaman saat  ini  persaingan  antar  pelaku  usaha 
dalam  bidang  makanan  semakin  ketat  dengan  ditandai  banyaknya  pelaku 
usaha yang  terjun  dalam  bidang makanan  .persaingan tersebut  disebabkan 
karena bisnis di bidang makanan sangat menjanjikan karena semakin 
meningkatnya pertumbuhan penduduk semakin meningkatnya pula kebutuhan 
terutaman akan kebutuhan pangan. 
Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha menyebabkan banyak dari 
pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi-informasi yang lengkap 
mengenai  identitas  dari  bahan  pangan  makanan  dan  pada  kenyaatannya 
banyak dari perilaku usaha di Kabupaten Pemalang tidak memperhatikan 
kebaradaan label kesehatan pada sebuah produk. Di dalam pasal 17 c Undang- 
undang   No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan 













memproduksi iklan yang : c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak 
tepat mengenai barang dan/ atau jasa” dan   Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah    No  69  tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  pangan  sudah 
dijelaskan Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang 
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib 
mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. 
Menurut  Pasal  2    Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999 
 
Tentang Label dan Iklan Pangan Label Pangan adalah Setiap orang yang 
memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah 
Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, 
dan atau di kemasan pangan. Dalam pencantuman label harus dilakukan 
sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah 
luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah 
untuk dilihat dan dibaca. 
Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 
menyatakan  bahwa  keterangan  label  harus  mencantumkan  nama  produk, 
daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat 
pihak  yang  memproduksi  atau  memasukan  kedalam  wilayah  Indonesia, 
tanggal bulan dan tahun kadaluarsa. Dari kurangnya kesadaran dan banyak 
pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada sebuah produk penulis 
tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul “PERAN DINAS KOPERASI 
DAN UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN 















B.  Rumusan Masalah 
 
Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan 
Perdaganngan kabupaten Pemalang terhadap pedagang UMKM 
yangtidak mencantumkan Label Kemasan Kesehatan pada produk 
makanan ? 
2. Bagaimana Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan 
Perdaganngan  Dikabupaten  Pemalang  Terhadap  Pedagang  UMKM 





C.  Tujuan Penelitian 
 
Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1.   Untuk mengkaji  Peran  Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan 
Perdaganngan  kabupaten  Pemalang  terhadap  pedagang  UMKM    yang 
tidak mencantumkan Label Kemasan Kesehatan pada produk makanan 
2.   Untuk mengkaji Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan 
 
Perdaganngan kabupaten Pemalang terhadap pedagang UMKM  yang 








D.  Manfaat Penelitian 
 
Selain tujuan-tujuan tersebut tersebut di atas, penulisan skripsi ini juga 
diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya: 
1.   Secara Teoritis 
 
Hasil  Penelitian  ini  dapat  disumbangkan  terhadap  perkembangan 
ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perdata sehingga dapat memberikan 
bahan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya. 
2.   Secara Praktis 
 
a. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan 
masyarakat pada umumnya tentang Dinas Koperasi dan UMKM 
Perindustrian dan Perdaganngan kabupaten Pemalang terhadap 
pedagang UMKM    yang tidak mencantumkan Label Kemasan 
Kesehatan pada produk makanan 
b. Dapat mengidentifikasi dan mengetahui tentang Peran Dinas Koperasi 
dan UMKM Perindustrian dan Perdaganngan kabupaten Pemalang 
terhadap pedagang UMKM  yang tidak mencantumkan Label Kemasan 




E.  Tinjauan Pustaka 
 
Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi 
kepada pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan 
penelitian  yang akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur- 








sebelumnya.5  Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan yang 
akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis hasil 
penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari 
permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel 
penelitian, analisis, dan kesimpulan.6 
Penelitian  yang  relevan  dalam  hal  ini  dapat  dikemukakan  sebagai 
berikut : 
1. Ida Rizkiany Nur, Peran Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM 
Pemberdayaan UMKM Sentra Industri Konveksi di Desa Padurenan 
Kecamatan Gebok Kabupaten Kudus. Skripsi, Universitas Diponegoro. 
2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah yang 
terwakili oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten 
Kudus dalam melakukan pemberdayaan sudah berhasil namun belum 
maksimal, ini dapat dilihat masih adanya faktor pendukung seperti tenaga 
kerja yang cukup banyak dan dukungan dari pihak-pihak terkait, namun 
ada juga faktor yang menghambat yaitu rendahnya kualitas sumber daya 
manusia; terbatasnya akses pemasaran; terbatasnya permodalan. Peran 
pemerintah lebih optimal dalam melakukan pemberdayaan perlu 
melakukan langkah-langkah: pemerintah harus meningkatkan kemampuan 
finansial     dalam     memperkuat     permodalan;     pemerintah     harus 




5John  W  Creswell.  Research  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan 
Campuran. Pustaka Pelajar. Yogjakarta. Cetakan I. Tahun 2016.hlm.36 









pemerintah  perlu  mengembangkan  sumber  daya  manusia;  pemerintah 
harus mengatur strategi pengaturan dan pengendalian seperti peningkatan 
kemudahan dalam pelayanan perijinan dan penguatan kelembagaan. 
Persamaan ialah sama-sama membahas peran dari Dinas Koperasi dan 
UMKM Perindustrian dan Perdaganngan. Sedangkan perbedaannya 
ialahdari  skripsi  yang  saya  buat  membahas  tentangpedagang  UMKM 
yang tidak mencantumkan Label Kemasan Kesehatan pada produk 
makanan  dan  skripsi  dari  ida  rizkiany  nur  membahas 
tentangPemberdayaan UMKM Sentra Industri Konveksi 
2.   Syahrial Winarda, Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 
Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Medan 
Tembung. Skripsi, Universitas Sumatera Utara. 2016.peranan Dinas 
Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Medan  dalam  memberdayakan 
Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Medan Tembung, baik dari 
segi perkembangan modal usaha, perkembangan produksi usaha, serta 
perkembangan pemasaran barang produksi 
. Persamaan ialah sama-sama membahas peran dari Dinas Koperasi 
dan UMKM Perindustrian dan Perdaganngan. Sedangkan perbedaannya 
ialah dari skripsi yang saya buat membahas tentang pedagang UMKM 
yang tidak mencantumkan Label Kemasan Kesehatan pada produk 
makanan dan skripsi dari Syahrial Winarda    membahas tentang 
perkembangan modal usaha, perkembangan produksi usaha, serta 








3.   Moch.   Imam   Bisri,   Pengaruh   Peran   Dinas   Perindustrian   Dan 
Perdagangan Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) 
Dikota Blitar. Skripsi, Universitas Muhammiyah Malang, 2007. 
Keberpihakan pemerintah untuk lebih memberdayakan Usaha Kecil 
Menengah (UKM) telah mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
beserta jajarannya untuk meningkatkan peran dan fungsinya. Oleh karena 
itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sudah seharusnya 
terus berupaya mengembangkan diri dan meningkatkan perannya sebagai 
fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan perdagangan. 
Penelitian ini difokuskan pada tanggapan mengenai peran Diperindag 
sebagai fasilitator, mediator, dan inovator terhadap pemberdayaan usaha 
kecil menengah. 
Persamaan ialah sama-sama membahas peran dari Dinas Koperasi dan 
UMKM Perindustrian dan Perdaganngan. Sedangkan perbedaannya ialah 
dari skripsi yang saya buat membahas tentang pedagang UMKM   yang 
tidak mencantumkan Label Kemasan Kesehatan pada produk makanan 
dan  skripsi  dari  Moch.  Imam  Bisri  membahas  tentangPemberdayaan 
Usaha Kecil Menengah 
4.  Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, Abdullah 
Said, Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha 
Kecil Menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM 
Kota Malang), Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2017. Hasil dari 








merata karena data jumlah UKM belum valid dengan faktor pendukung 
dan penghambatnya. Saran yang diberikan adalah Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Malang melakukan pendataan terhadap semua UKM yang ada 
di Malang. 
Persamaan ialah sama-sama membahas peran dari Dinas Koperasi dan 
UMKM Perindustrian dan Perdaganngan. Sedangkan perbedaannya ialah 
dari skripsi yang saya buat membahas tentang pedagang UMKM   yang 
tidak mencantumkan Label Kemasan Kesehatan pada produk makanan 
dan Skripsi Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, 
Abdullah Said membahas tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah. 
5. Elsye Tiarawati, Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Usaha Kripik Pisang di 
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung (Kajian Etika 
Bisnis Islam), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017. 
Hasil penelitian ini bahwa upaya Dinas Koperasi dan UMKM dalam 
pemberdayaan usaha kripik pisang perspektif etika bisnis Islam, dengan 
menetapkan standarisasi yang harus dipenuhi yaitu; 1) Produk bebas dari 
bahan pengawet jika dikaji dengan perspektif etika bisnis Islam sudah 
sesuai dengan kaidah bisnis Islam dengan menerapkan sifat jujur dalam 
berbisnis, 2) Produk dilarang mengandung barang haram sebagaimana 
Islam melarang umatnya memakan makanan yang haram, 3) Produk harus 
bersih dalam proses produksi sebagaimana Islam mengatur umatnya 








sebagaimana  Islam  melarang  jual  beli  dalam  kondisi  bahaya/mudarat. 
Dari ke empat standarisasi tersebut usaha kripik pisang milik Bapak 
Supriono telah memenuhi standarisasi, namun ada satu yang belum 
dipenuhi yaitu sertifikasi halal. Selanjutnya dalam melakukan 
pemberdayaan ditemukan beberapa faktor pendukung yaitu adanya pusat 
layanan usaha terpadu, galeri sebagai wadah pemasaran produk, agenda 
bazar dan antusias usaha binaan mengikuti pelatihan serta beberapa 
hambatan yaitu terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan, 
terbatasnya modal pengembangan usaha dan terbatasnya teknologi. 
Persamaan ialah sama-sama membahas peran dari Dinas Koperasi dan 
UMKM Perindustrian dan Perdaganngan. Sedangkan perbedaannya ialah 
dari skripsi yang saya buat membahas tentang pedagang UMKM   yang 
tidak mencantumkan Label Kemasan Kesehatan pada produk makanan 
dan skripsi dari Elsye Tiarawati tentang Pemberdayaan Usaha Kripik 
Pisang dan Etika Bisnis Islam. 
6.   Hendratno Eko Putra, Peranan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah dalam Pembinaan Sentra Usaha Kecil Produksi Tempe di 
Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Pemerintah 
Kota Surabaya, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Surabaya, 
2010.  Hasil  yang  didapat  dalam  penelitian  ini  adalah  Pelaksanaan 
Pelatihan Kewirausahaan dan pelatihan teknologi produksi yang 
diselenggarakan Dinas Koperasi UMKM Pemerintah Kota Surabaya yang 








Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya berupa penyuluhan tentang 
kewirausahaan dan seminar tentang teknologi produksi. Serta bantuan 
mesin produksi dari DISPERINDAG sejumlah lima unit. Bentuk 
pemasaran produksi tempe di Tenggilis Mejoyo yaitu dalam bentuk 
personal sehingga pengusaha kecil mampu memasarkan hasil produksinya 
secara individu. 
Persamaan ialah sama-sama membahas peran dari Dinas Koperasi dan 
UMKM Perindustrian dan Perdaganngan. Sedangkan perbedaannya ialah 
dari skripsi yang saya buat membahas tentang pedagang UMKM   yang 
tidak mencantumkan Label Kemasan Kesehatan pada produk makanan 
dan  skripsi  dari  Hendratno  Eko  Putra Pembinaan Sentra  Usaha  Kecil 
Produksi Tempe. 
7. Lingga Amanta, Peranan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil 
Menengah  Dalam Pengembangan  Usaha  Batik  Melalui  Program  One 
Village One Product (Ovop) Di Kota Surakarta, Skripsi, Universitas 
Negeri Surakarta, 2016. peranan Dinas Koperasi UMKM Kota Surakarta 
yaitu: pertama, pengembangan kebijakan pemberdayaan UMKM dengan 
cara mengadakan forum group discussion. Kedua, memberikan pelatihan 
kepada  anggota  koperasi.  Ketiga,  peningkatan  produktifias  UMKM 
dengan cara memfasilitasi sertifikasi, pelatihan, pemberian peralatan, 
kemudahan perizinan. Keempat, mengkonsep atau menata tempat usaha. 
Kelima, penguatan jaringan pasar dilakukan denga cara mengadakan 








permodalan kepada koperasi serta memfasilitasi pemilik usaha dalam 
mencari kredit yang berbunga ringan. Ketujuh, memberikan pelatihan 
kepada pemilik usaha batik berupa pelatihan manajemen, pelatihan 
akutansi, dan pelatihan teknologi. 
Persamaan ialah sama-sama membahas peran dari Dinas Koperasi dan 
UMKM Perindustrian dan Perdaganngan. Sedangkan perbedaannya ialah 
dari skripsi yang saya buat membahas tentang pedagang UMKM   yang 
tidak mencantumkan Label Kemasan Kesehatan pada produk makanan 
dan skripsi dari Lingga Amanta tentang Pengembangan Usaha Batik 




F.  Metode Penelitian 
 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang meliputi: 
 
1.   Jenis Penelitian 
 
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  jenis  penelitian 
yang bersifat field research. Penelitian field research adalah penelitian 
yang  memaparkan  dan  menggambarkan  keadaan  serta fenomena  yang 
lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.7 
2.   Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka penelitian 
ini termasuk pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan 
mengkaji data primer yang ada dilapangan mengenai peran Dinas 
 
 
7Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan 








Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdaganngan kabupaten 
Pemalang terhadap pedagang UMKM   yang tidak mencantumkan Label 
Kemasan Kesehatan pada produk makanan.  Dengan kata lain, metode 
penelitian ini pendekatan kasus (case aprroach). Pendekatan kasus (case 
aprroach) fakta – fakta berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang 
meyertainya 
3.   Sumber Data 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 
data sekunder, 
a)  Data Primer 
 
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
 
1)   Undang–Undang 
 
2)   Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini 
 
3)   Karya ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian 
 
4)   Infomasi yang dikutip dari internet 
b)  Data Sekunder 
Data sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secaratidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan 
penelitianyang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 
4.   Metode Pengumpulan Data 
 
Dalam  proses  pengumpulan  data  penulis  disini  menggunakan 








studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data 
tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data 
terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian secara logis dan 
sistematis,  selanjutnya  dianalisis  untuk  memperoleh  kejelasan 
penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan, yaitu hal-hal yang 
bersifat khusus. 
5.   Metode Analisis Data 
 
Penelitian ini data yang telah terkumpul kemudian diolah dan 
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data 
yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis 
terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata- 
kata. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian 
diuraikan  dan  dihubungkan  antara  data  yang  satu  dengan  data  yang 
lainnya secara sistematis,  pada akhirnya disusun  atau disajikan  dalam 




G. Rencana Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan 
mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari 
seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan 















BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini adalah bab yang mana berisikan suatu 
gambaran secara singkat kesuluran isi penulisan karya ilmiah yang 
terdiri dari: Latar Belakang, Pembatasan dan Rumusan Masalah, 
Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, 
dan Sistematika Skripsi. 
BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL Bab ini adalah bab yang berisikan 
tentang tinjauan-tinjauan secara umum tentang apa saja yang menjadi 
dasar  penulisan  karya  ilimah  tersebut,  yang  meliputi:  Tinjauan 
Umum tentang Tinjauan Umum Dinas Koperasi Dan UMKM 
Perindustrian Dan Perdagangan, Tinjauan Umum Peredaran Bahan 
Pangan, Tinjauan Umum tentang Label, dan beberapa tinjauan yang 
sesuai dengan topik pembahasan penelitian skripsi ini. 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisikan 
tentang pembahasan data yang telah diperoleh dari penilitian dan 
telah di periksa kembali secara teliti selanjutnya di bahas dengan 
secara runtun dan sistematis. 







A.   Tinjauan Umum Kadaluarsa Pangan 
 
Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama untuk 
kelangsungan hidup manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak 
asasi manusia yang dijamin didalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber 
daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, pangan yang dikonsumsi 
adalah pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang aman akan 
memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, bermutu artinya pangan yang 
dikonsumsi mempunyai kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia, 
sedangkan pangan yang bergizi adalah pangan tersebut bermanfaat bagi 
pertumbuhan maunusia dan kesehatan manusia. 
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012 
 
Tentang Pangan menyatakan bahwa : 
 
“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 
yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan 
atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, 
bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, 
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman” 
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air. 
Baik yang diolah maupun tidak yang diperuntukan sebagai makanan atau 
minuman bagi komsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan 
baku baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan 













salah  satu  komponen  yang  sangat  penting  dalam  hidup  dan  kehidupan. 
Pangan meliputi pertanian, peternakan, pertanian, pengelohan lingkunan, 
teknologi pangan, produksi dan keamanan pangan.9 
Secara umum dapat dikatakan bahwa bahan makanan  adalah segala 
 
sesuatu yang dapat diolah menjadi makanan. Bahan makanan tersebut dapat 
dikelompokan menjadi tiga kelompok berdasarkan sumbernya, yaitu : 
1)  Bahan makanan nabati yang berasal dari umbuh-tumbuhan yang banyak 
mengandung  protein,  lemak, vitamin,  mineral  garam  dan  karbihydrate, 
yang dikelompokan manjadi: 
a. Sayuran (vegetables), yaitu semua jenis tanaman yang dapat diolah 
menjadi makanan. Sebagian sayuran dapat dimakan dalam keadaan 
mentah dan sebagian lagi hanya dapat dimakan setelah dimasak 
b. Sayuran buah (fruits vegetables), adalah bagian dari tanaman sayuran 
yang berasal dari bagian buah tanaman tersebut 
c. Sayuran daun (leaf vegetables), adalah sayuran yang berasal dari daun 
tumbuhan yang tumbuh diatas permukaan tanah, yang termasuk dalam 
kelompok sayuran daun 
d.    Sayuran polong (legume vegetables) 
e. Sayuran  batang  (stem  /  shoot  vegetables),  adalah  sayuran  yang  di 
ambil dari bagian batang sayuran yang baru tumbuh di atas permukaan 




9 Soekirman. Perlu paradigma baru untuk menanggulangi masalah gizi makro di Indonesia. 








f. Sayuran umbi (root vegetables), adalah sayuran yang berasal dari akar 
tanaman yang membesar sehingga menjadi umbi. g. Sayuran umbi 
lapis (bulb vegetables) adalah juga sayuran dari akar yang membesar 
dengan struktur bagian dagingnya berlapislapis 
g.    Sayuran jamur (mushrooms)10 
 
2)  Bahan makanan hewani adalah bahan makanan yang berasal dari hewan 
yang pada umumnya dimakan sebagai bahan makanan yang banyak 
mengandung protein tinggi yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan juga 
sangat  disenangi  oleh  bakteri.  Bahan  makanan  ini  tergolong  bahan 
makanan yang cepat rusak, dengan demikian bahan makanan hewani ini 
memerlukan penanganan yang seksama mulai saat pembelian, pasca olah 
sampai pengolahan. 
3)  Bahan makanan hasil olah dari hewani dan nabati, termasuk susu dan 
keju.11 
Bahan makanan yang telah diklarifikasi menurut jenisnya dan setelah 
dipersiapkan (preparation), selanjutnya diolah berdasarkan sifat, jenis, 
karakteristik bahan makanan tersebut dengan resep masakan yang tentunya 
juga disesuaikan dengan kriteria tersebut diatas. Pemilihan metode memasak 
yang  tepat  akan  menghasilkan  hidangan  yang  berkualitas  baik  dari  segi 
nutrisi,    lezat,    dan    aman    dimakan.    Dari    sekian    banyak    metode 





10 Herman sulaiman, pengetahuan penanganan bahan makanan dan permasalahannya, Jakarta: 









digunakan  untuk  salad  dan  dimakan  dalam  keadaan  mentah  dan  segar 
metode-metode tersebut tidak dapat digunakan.12 
Pangan  yang  aman,  bermutu,  bergizi,  beragam  dan  tersedia  secara 
cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya 
terselenggaranya 10 suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi 
kepentingan kesehatan serta semakin berperan dalam meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (23) PP 
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Pasal 1 Ayat (14) UU Pangan, Gizi 
Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas 
karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunanya yang 
bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Berdasarkan Pasal 1 
Ayat (21) PP Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Pasal 1 Ayat (13) UU 
Pangan, mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria 
keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan 
makanan, dan minuman. 
Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dikonsumsi untuk 
hidup manusia haruslah sehat, bergizi dan terhindar dari zat-zat kimia yang 
dapat   merusak   kesehatan.   Berdasarkan   cara   memperolehnya   pangan 
bersumber dari sumber hayati dan air yang kemudian dibagi berdasarkan 
jenisnya, jenis-jenis pangan yaitu: 
a. Pangan segar adalah pangan yang diperoleh langsung dari alam, misalnya 
 













dengan membeli langsung kepada pedagangnya. 
 
b. Pangan olahan adalah makanan atau minuman yang diolah oleh pelaku 
usaha menggunakan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan 
tambahan, misalnya tahu, mie, bakso, susu kemasan.13 
Pangan mempunyai sifat antara lain : 
 
1.    Sifat Fisik 
 
Sifat fisik memiliki hubungan erat dengan sifat dari bahan pangan 
alometrik, tekstur, kekenyalan, koefisien gesek, dan konduktivitas panas. 
Sifat fisik memiliki kaitan sangan erat dengan mutu bahan pangan karena 
dapat digunakan sebagai informasi dasar dalam menentukan metode 
penanganan dan atau bagaimana mendesain peralatan pengelolaan 
terutama peralatan pengelolahan yang bersifat otomatis. 
2. Sifat kimiawi dari bahan pangan ditentukan oleh senyawa kimia yang 
terkandung sejak mulai dari bahan pangan dipanen hingga diolah. 
Perubahan kandungan senyawa kimia pada bahan pangan tergantung dari 
tingkat kematangan biologis, jeniskelamin, kematangan seksual, 
temperatur, suplai makanan atau pupuk, stres, atau parameter lingkungan 
lainnya. Sebagian besar bahan pangan memiliki kandungan air relative 
tinggi. Dengan kandungan air demikian, bahan pangan tersebut 
merupakan media yang baik bagi mikroba pembusuk untuk tumbuh dan 
berkembang. Upaya dilakukan untuk menurunkan kandungan air dalam 













berkembang masih  terus  dikembangkan.  Keberhasilan  upaya ini  akan 
dapat meningkatkan masa simpan bahan pangan. Pada komoditas 
perikanan dan beberapa bahan pangan nabati lainnya diketahui 
mengandung minyak yang dapat diekstrak. Kandungan senyawa kimia 
juga akan berubah apabila bahan pangan mengalami stres menjelang 
kematiannya. 
3.  Sifat  biologis  mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam  merancang 
proses penanganan dan pengolahan. Sifat biologis yang utama dari bahan 
pangan  adalah  kandungan  mikrobanya.  Sebagian  besar  bahan  pangan 
memiliki kandungan mikroba sejak dipanen atau ditangkap. Mikroba ini 
tersebar di seluruh permukaan. Sebagian mikroba tersebut merupakan 
mikroba asli (flora alami) yang berasal dari alam dan melekat pada bahan 
pangan. Sebagian mikroba lainnya berasal dari kontaminasi. Kontaminasi 
mikroba  dapat  berasal  dari  lingkungan,  pakaian  yang  dikenakan  saat 
menangani atau mengolah bahan pangan, dan dari bahan pangan yang 
sudah tercemar. Bila kondisi memungkinkan, kedua jenis mikroba ini 
secara bersamaan akan menurunkan tingkat kesegaran bahan pangan. 
Penyelenggaraan  Pangan  dilakukan  dengan  berdasarkan  asas  diatur 
didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 
antara lain : 
a.    Kedaulatan 
 
b.    Kemandirian 








d.    Keamanan 
e.    Manfaat 
f.    Pemerataan 
 
g.    Berkelanjutan 
h.    Keadilan 
Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan 
berdasarkan kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan 
yang sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 
tentang Pangan. Menurut Pasal 4 UU Pangan Penyelenggaran Pangan 
bertujuan untuk : 
a.   Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri 
 
b.   Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyarakatan 
keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat 
c.   Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan 
harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
d.   Mempermudah atau meningkatkan secara akses pangan bagi masyarakat, 
terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi 
e.   Meningkatkan  nilai  tambah  dan  daya  saing  komodits  Pangan  diasar 
dalam negeri dan luar negeri 
f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan 








g.   Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, 
dan pelaku usaha pangan 
h.   Melingdungi   dan   mengembangkan   kekayaan   sumber   daya   Pangan 
nasional 
Berdasarkan  Pasal  67  UU  Pangan  Keamanan  Pangan  diselenggarakan 
untuk menjaga angan tetap aman, higenis, bermutu, bergizi, dan tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, keamanan 
Pangan yang dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, 
kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan 
membahayakan kesehatan manusia. Dan menurut Pasal 71 UU Pangan setiap 
orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan resiko bahaya 
pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, 
maupun dari perseorangan sehingga keamanan Pangan terjamin dan Setiap 
Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, 
pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan 
Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia. 
Untuk setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 
71 akan dikenai sanksi administrative yang sudah tercantum pada Pasal 72 
ayat (2)   yaitu berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, 
produksi, dan/atau peredaran; c. penarikan Pangan dari peredaran oleh 
produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan izin. 
Pendaftaran pangan olahan dengan sistem layanan elektronik (e- 








yang berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 
pendaftaran pangan olahan agar lebih cepat, efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel.14 
Alur proses pendaftaran melalui sistem e-registration terdiri dari tahapan 
 
pendaftaran akun perusahaan dan pendaftaran produk pangan olahan. 
a.   Pendaftaran Akun Perusahaan 
Perusahaan yang akan mengajukan e-Registration Pangan Olahan harus 
melakukan pendaftaran akun perusahaan terlebih dahulu untuk 
mendapatkan user ID dan password. Pendaftaran akun perusahaan 
dilakukan melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan 
alamat http://www.pom.go.id. 
 
b.   Pendaftaran Pangan Olahan 
 
Perusahaan yang telah mendapatkan user ID dan password dapat 
melakukan Pendaftaran produk pangan olahan. Pendaftar melakukan 
pengisian data pendaftaran, mengunggah dokumen pendaftaran, serta 
mengirimkan/menyerahkan hasil analisa asli ke loket pelayanan. 
Selanjutnya,   data   pendaftaran   akan   diverifikasi,   dievaluasi,   dan 
divalidasi. 
c.   Waktu Pendaftaran 
 
Verifikasi dan evaluasi data pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu 
30 (tiga puluh) hari kerja. Jika berdasarkan verifikasi dan evaluasi 













permintaan tambahan dan/atau klarifikasi data kepada pemohon secara 
elektronik. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya 
permintaan data, pemohon harus menyerahkan tambahan dan/atau 
klarifikasi data. 
d.   Keputusan dapat berupa: 
 
1)   penerbitan Izin Edar 
 
2)   penolakan permohonan 
 
3)   permintaan tambahan data15 
 
Upaya Pemerintah untuk menciptkan system perdagangan yang jujur dan 
bertanggung jawab dimanifestasikan dengan Undang-undang No. 18 tahun 
2012   tentang   Pangan   dan   pemerintah   juga   mengeluarkan   Peraturan 
 
Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 
 
Umur simpan ialah sebagai rentang waktu yang dimiliki suatu produk dari 
produksi hingga konsumsi sebelum produk mengalami penurunan 
kualitas/rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi dan hal ini berhubungan 
dengan kualitas pangan. Pengujian umur simpan akan menggambarkan 
seberapa lama produk dapat bertahan pada kualitas yang sama selama proses 
penyimpanan. Selama rentang waktu umur simpan produk harus memiliki 
kandungan gizi sesuai dengan yang tertera pada kemasan, tetap terjaga 
tampilan, bau, tekstur, rasa, fungsinya, dan produk harus aman dikonsumsi. 















Apabila tanggal kadaluarsa dipengaruhi oleh cara penyimpanan produk 
maka produsen  harus  menyertakan  informasi  petunjuk  penyimpanan  yang 
ditulis berdekatan dengan tanggal kadaluarsa pada label kemasan. Meskipun 
umur simpan dan expiration date adalah 2 hal yang berbeda dalam 
pengujiannya namun keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan. Produsen berkewajiban memberikan garansi kualitas dan 
keamanan produk kepada 4 konsumen dengan menampilkan waktu umur 
simpan dan expiration date pada kemasan. Sebagian konsumen, membeli 
produk dari konsumen  tidak untuk langsung dikonsumsi, ada yang  dijual 
kembali atau disimpan untuk selang beberapa waktu. Nilai umur simpan 
menjadi  petunjuk  bagi  konsumen  seberapa  lama  produk  tersebut  bisa 
disimpan (sesuai  dengan  saran  penyimpanan) sebelum  produk  mengalami 
penurunan kualitas. Rentang umur simpan terhitung sejak produk selesai 
diproduksi dan siap dipasarkan. Panjangnya umur simpan dipengaruhi 
beberapa faktor; jenis komposisi bahan baku, proses produksi, jenis kemasan 
dan bagaimana produk tersebut disimpan.17  Penentuan umur simpan suatu 
produk bisa dilakukan dengan berbagai metode pengujian. Perubahan mutu 
suatu produk bisa diukur dari perubahan secara fisik, kimia  maupun dari 
tingkat penerimaan secara sensori. Nilai perubahan ini dikorelasikan dengan 
faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik produk yang memungkinkan terjadinya 
penurunan mutu. Hasil perhitungan 5 yang didapat biasanya akan dikurangi 













Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label 
halal dan iklan pangan menyebutkan label adalah setiap keterangan mengenai 
pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk 
lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, 
atau merupakan bagian kemasan pangan. Label halal adalah label yang 
dicantumkan pada kemasan pangan yang mengindikasikan bahwa suatu 
produk telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan 
halal. 
Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secaraa Umum, 
label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan 
makanan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk, dan 
keterangan legalitas.18 
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 69  Pasal  10,  setiap  orang  yang 
 
memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah 
Indonesia  untuk  diperdagangkan  dan  menyatakan  bahwa  pangan  tersebut 
halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut 
dan   wajib   mencantumkan   keterangan   atau   tulisan   halal   pada   label. 
Selanjutnya   pada   Pasal   11   dijelaskan,   untuk   mendukung   kebenaran 
pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setiap orang yang 
memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah 
Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan 
tersebut  pada  lembaga  pemeriksa  yang  telah  diakreditasi  sesuai  dengan 
 
18Anton Apriyantono dan Nurbowo, Panduan Belanja dan Konsumsi  Halal, Jakarta: Khairul 
 








ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Saat  ini  masih 
banyak   produk   terutama   makanan   dan   minuman   yang   menggunakan 
label/logo halal palsu di kemasannya. Karena itu umat Islam harus berhati- 
hati terhadap adanya label tersebut yang merupakan akal-akalan para 
pengusaha  untuk  menggaet  konsumen  Muslim  ataupun  karena 
ketidakpahaman akan peraturan yang ada 
Peranan label pada suatu produk sangat penting untuk memperoleh produk 
yang sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Label produk yang dijamin 
kebenarannya akan memudahkan konsumen dalam menentukan beragam 
produk dan subtitusi di pasaran. Selain sebagai sarana pendidikan pada 
masyarakat, label juga dapat memberikan nilai tambah bagi produk. 
Kompetitor produk di pasaran yang semakin bertambah dapat menjadikan 
label sebagai strategi yang menarik dalam pemasaran. Meskipun dengan label 
pula, pihak produsen dapat secara sadar atau tidak sadar mengelabui atau 
bahkan mengorbankan konsumen. Ada beberapa factor yang mempengaruhi 
perilaku membaca label informasi zat gizi, antara lain umur, pendapatan, 
pendidikan, jenis kelamin, dan status bekerja. 
Label mempunyai fungsi, antara lain : 
 
1.    Label mengidentifikasi produk atau merek. 
 
2.    Label menentukan kelas produk 
 
3. Label    menggambarkan    beberapa    hal    mengenai    produk    (siapa 
pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana 








4.    Label  mempromosikan  produk  lewat  aneka  gambar  yang  menarik. 
 
Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu: 
 
1)  Harga unit (unit princing); menyatakan harga per unit dari ukuran 
standar. 
2)  Tanggal kadaluarsa (open dating); menyatakan berapa lama produk 
layak dikonsumsi. 
3)  Label  keterangan  gizi  (nutritional  labeling);  menyatakan  nilai  gizi 
dalam produk.19 
Adapun sejumlah yang  dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah 
produk yang dibeli mengandung unsure-unsur yang diharamkan atau 
membahayakan bagi kesehatan adalah sebagai berikut : 
a.    Keterangan bahan tambahan 
 
Bahan  tambahan  adalah  bahan  yang  tidak  digunakan  sebagai  bahan 
utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi 
b.    Komposisi dan nilai gizi 
 
Informasi  gizi  yang  diberikan  adalah  kadar  air,  kadar  protein,  kadar 
lemak, vitamin, dan mineral. 
c.    Batas Kaduluawarsa 
 
Sebuah produk harus melengkapi dengan kadaluarsa yang menyatakan 
umur. 
Tujuan label, yaitu : 
 















2.   Berperan   bagaikan  fasilitas  komunikasi  produsen  kepada  konsumen 
tentang  hal-  hal  yang  butuh  dikenal  oleh  konsumen  tentang  produk 
tersebut, paling utama hal- hal yang kasat mata ataupun tidak dikenal 
secara raga. 
 
3.   Berikan petunjuk yang pas pada konsumen sampai diperoleh guna produk 
yang optimum. 
4.   Fasilitas periklanan untuk produsen. 
 
5.   Berikan rasa nyaman untuk konsumen.20 
 
Berdasarkan pada kegunaannya terdapat 3 jenis label antara lain : 
 
1.   Brand label, yaitu penggunaan label yang semata-mata digunakan sebagai 
brand. 
2.   Grade label, yaitu label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari 
suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata. 
3. Descriptive Label (label deskriptif), yaitu informasi objektif tentang 
penggunaan, konstruksi, pemeliharaan penampilan dan cirri-ciri lain dari 
produk.21 
 
Label diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu: 
1.   Label  produk  (product  label),  yaitu  bagian  dari  pengemasan  sebuah 






21 Angipora, Marinus. P. Dasar-Dasar Pemasaran. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Raja Grafindo, 








2. Label merek (brand label), yaitu nama merek yang diletakkan pada 
pengemasan produk. 
3.   Label tingkat (grade label) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa 
terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat 
kualitas dari produk itu sendiri. 
4.   Label deskriptif (descriptive label) menggambarkan isi, pemakaian dan 
 
ciri-ciri  produk.  Pemberian  label  (labeling)  merupakan  elemen  produk 
yang sangat penting yang perlu diperhatikan dengan tujuan untuk menarik 
para konsumen.22 
Tidak bisa dipungkiri bila sampai saat ini keberadaan label produk menjadi 
 
salah satu  factor penting yang bisa menguatkan branding sebuah produk. 
Selain memperhatikan desaian kemasan produk yang digunakan, biasanya 
konsumen membaca label produk yang dicantumkan sebelum konsumen 
memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Hal ini  berlaku juga baik 
ketika konsumen membeli produk makanan dan minuman. 
Dalam dunia pemasaran kebaradaan label produk bisa diibaratkan sebagai 
sebuah tanda pengenal sekaligus menjadi alat pembeda dari para pesaing. 
Melalui label produk yang digunakan pelaku usaha bisa menyampaikan 
informasi kepada konsumen mengenai kualitas, legalitas, brand atau logo, 


















Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang 
label dan iklan pangan, label produk setidaknya memuat nama produk, berat 
bersih atau isi bersih, juga nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 
memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, antara lain : 
1.   Nama Produk Pangan 
 
Setiap produk pangan terdapat nama produk, nama produk pangan 
memberikan  keterangan  tentang  identitas  produk  pangan  yang 
menunjukkan sifat dan keadaan produk pangan yang sebenarnya. Untuk 
produk pangan yang sudah ada dalam Standar Nasional Indonesia 
penggunaan nama produk bersifat wajib. 
2.    Keterangan Bahan yang Digunakan dalam Pangan 
 
Keterangan bahan diurutkan dari yang paling banyak digunakan kecuali 
vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya. Bahan tambahan pangan 
atau pengawet yang digunakan juga harus dicantumkan. Pernyataan 
mengenai  bahan  yang  ditambahkan,  diperkaya,  atau  difortifikasi  juga 
harus dicantumkan selama itu benar dilakukan pada proses produksi dan 
tidak menyesatkan. 
3.   Berat Bersih Atau Isi Bersih Pangan 
 
Berat bersih atau isi bersih menerangkan jumlah produk pangan yang 
terdapat dalam kemasan produk tersebut. Keterangan tersebut dinyatakan 
dalam satuan metrik seperti gram, kilogram, liter atau mili liter. Untuk 








cair dinyatakan dalam ukuran isi dan produk makanan semi padat atau 
kental dinyatakan dalam ukuran isi atau berat. 
4.   Nama dan Alamat Pabrik Pangan 
 
Keterangan nama dan alamat pabrik pada produk pangan berisi keterangan 
nama  dan  alamat  pihak  yang  memproduksi,  memasukkan  dan 
mengedarkan pangan ke wilayah Indonesia. Untuk nama kota, kode pos 
dan Indonesia dicantumkan pada bagian utama label sedangkan nama dan 
alamat dicantumkan dalam bagian informasi. 
5.   Tanggal Kedaluwarsa Pangan 
 
Keterangan kedaluwarsa yaitu batas akhir suatu pangan dijamin mutunya 
sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh 
produsen. Setiap produk pangan memiliki keterangan kedaluwarsa yang 
tercantum  pada  label  pangan  dan  biasanya  dicantumkan  terpisah  dari 
tulisan “Baik Digunakan Sebelum” dan disertai dengan petunjuk tempat 
pencantuman tanggal kedaluwarsa. 
6.   Nomor Pendaftaran Pangan. 
 
Dalam  hal  peredaran  pangan,  wajib  mencantumkan nomor  pendaftaran 
pangan pada label pangan tersebut. Tanda yang diberikan untuk pangan 
yang diproduksi baik di dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam 
wilayah Indonesia yaitu tanda MD untuk pangan olahan yang diproduksi 









7.   Kode Produksi Pangan 
 
Kode produksi adalah kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai 
riwayat suatu produksi pangan yang diproses pada kondisi dan waktu yang 
sama. Kode produksi ini disertai dengan atau tanggal, bulan dan tahun 
pangan tersebut diolah. 
8.   Penggunaan atau Penyajian dan Penyimpanan Pangan 
 
Keterangan   petunjuk   penggunaan   dan   atau   petunjuk   penyimpanan 
dicantumkan pada pangan olahan yang membutuhkan penyiapan sebelum 
disajikan atau digunakan. Selain itu, cara penyimpanan setelah kemasan 
dibuka juga harus dicantumkan pada kemasan pangan yang tidak mungkin 
dikonsumsi  dalam  satu  kali  makan.  Selanjutnya,  pada  pangan  yang 
membutuhkan saran penyajian atau saran penggunaan bisa mencantumkan 





B.        Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil Menengah 
 
Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha 
 
Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan : 
1.   Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 















2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih 
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang 
ini. Sedangkan UMKM berasaskan terdapat dalam Pasal 2 UU UMKM, 
yaitu  : 
1.   Kekeluargaan 
 
2.   Demokrasi Ekonomi 
 
3.   Kebersamaan 
 
4.   Berkelanjutan 
 
5.   Berwawasan Lingkungan 
 
6.   Kemandirian 
 
7.   Berkeseimbangan Kemajuan 
 








Pasal 3 UU UMKM Usaha Mikro dan Menengah bertujuan 
menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka 
membangun perekonomian nasional berdasarkan  demokrasi ekonomi 
yang berkeadilan. Dan Pasal 4 Prinsip UMKM sendiri yaitu : 
a.   penumbuhan  kemandirian,  kebersamaan,  dan  kewirausahaan  Usaha 
 
Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; 
 
b.   Perwujudan   kebijakan   publik   yang   transparan,   akuntabel,   dan 
berkeadilan; 
c.  Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar 
sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
d.   Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
 
e.   Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan  pengendalian secara 
terpadu. 
Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang 
berbentuk  badan  usaha  orang  perorangan,  badan  usaha  yang  tidak 
berbadan  hukum,  atau  badan  usaha  berbadan  hukum  seperti  koperasi; 
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai 
atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 
menengah  atau  besar.  Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp. 
200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil 
penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha 
menangah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan 








s.d.Rp.  500.000.000)  dan  non  manufaktur  (Rp.  200.000.000  s.d.  Rp. 
 
600.000.000) dan dapat dikatakan UMKM adalah usaha milik orang 
perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari 
perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki 
batasanbatasan tertentu.25 
Agar  dapat  membedakan  UMKM  diperlukan  criteria  dan  ciri-ciri 
 
tertentu dalam menggolongkan UMKM dan Menurut Pasal 6  Undang- 
undang No. 20 tahun 2008 yaitu : 
1.   Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 
 
a.   memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima 
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
b.   memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 
2.   Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
 
a.   Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
b.   Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah). 
3.   Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
 
a.   Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 ( lima ratus 
 
25 Aufar Arizali. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi 









juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; 
b.   Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling 
besar.Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam 
goncangan krisi ekonomi.Maka sudah menjadi keharusan penguatan 
kelompok  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang  melibatkan  banyak 
kelompok. Berikut ini adalah klasifikasiUsaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM): 
1. Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM)  yang  digunakan  sebagai  kesempatan  kerja  untuk  mencari 
nafkah, yang labih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya 
pedagang kaki lima. 
2.   Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
 
yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 
 
3.   Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima 
pekerjaan sub kontrak dan ekspor. 








(UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan 
transformasi menjadi usaha besar (UB)26 
UMKM mempunyai peran penting di dalam pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang 
(NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM 
sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak 
tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang 
berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau 
pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan 
kontribusi dari usaha besar.27 
sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut: 
 
a.   Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan 
cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. 
Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai 
kerja usahanya. 
b.   Margin  usaha yang  cenderung tipis  mengingat persaingan yang  sangat 
tinggi. 
c.   Modal terbatas 
 
d.   Pengalaman   menejerial   dalam   mengelola   perusahaan   masih   sangat 
terbatas. 




26 Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi 
pada sektor UKM Indonesia, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2011. hlm. 31. 








mampu menekan biaya mencapai titik efisieni jangka panjang 
 
f. Kemampuan  pemasaran  dan  negosiasi  serta  diversifikasi  pasar  sangat 
terbatas. 
g.   Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat 
keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana 
dipasar modal,  sebuah  perusahaan  harus mengikuti  sistem  administrasi 
standar dan harus transparan.28 
Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan 
 
kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini 
menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan 




C.     Tinjauan Umum Dinas Koperasi 
 
Dinas Koperasi adalah usaha milik pemerintah sebagai unsur 
pelaksanaan  pemerintah  yang  mempunyai  tugas  untuk  membantu 
pemerintah  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintah  dibidang  koperasi, 
usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenengan dan tugas pembantuan 
yang ditugaskan kepala daerah. 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 
dibentuk berdasarkan : 
1.   Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang 
 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 
 
28 Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 
2010, hal. 32 








2.   Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  71  Tahun  2016  tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Jawa Tengah. 
Fungsi dari dinas koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 Peraturan bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 
Lingkungan Hidup , yaitu : 
a.   Perumusan kebijakan sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 
b.   Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 
c.   Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan urusan pemerintahan 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
d.   Pelaksanaan  administrasi  dinas  sesuai  dengan  urusan  pemerintahan 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
e.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 
Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi tersebut  diatas  menurut 
Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 tahun 2016, susunan 
organisasi  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  adalah  sebagai 
berikut: 










b. Bidang Kelembagaan; 
 
c. Bidang Pengawasan; 
 
d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran; 
 
e. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan; 
 
f.  UPT Dinas; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
3. Bidang-bidang  masing-masing  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
4. UPT  dipimpin  oleh seorang  Kepala  UPT  yang  berada di  bawah  dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional 
Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 
Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan tugas dan fungsi masing bagian 
sebagai berikut : 
a. Sekretariat 
 
1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. 
2.   Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi : 
 
a)    Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; 
 








dan kegiatan di lingkungan Dinas; 
 
c) Penyiapan    bahan    pembinaan    dan    pemberian    dukungan 
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, 
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan 
dan dokumentasi di lingkungan Dinas; 
d) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi 
dan tata laksana di lingkungan Dinas; 
e) Penyiapan  bahan  koordinasi  pelaksanaan  sistem  pengendalian 
intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 
f) Penyiapan  bahan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah 
danpelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; 
g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; h) 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
3.   Sekretariat terdiri atas : 
 
a) Sub   bagian   Progam   yang   mempunyai   tugas,   melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program, 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
b) Sub   bagian   Keuangan   yang   mempunyai   tugas,   melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan   kebijakan,   evaluasi   dan   pelaporan   di   bidang 








c) Sub  bagian  Umum  dan  Kepegawaian  yang  mempunyai  tugas, 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di umum dan 
kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian. 
b. Bidang Kelembagaan. 
 
1. Bidang  Kelembagaan  mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan 
perumusan kebijakan,koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 
dan pelaporan di bidang organisasi dan tatalaksana 
2.   Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : 
 
a) Penyiapan    bahan    perumusan    kebijakan,    koordinasi    dan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
organisasi; 
b) Penyiapan    bahan    perumusan    kebijakan,    koordinasi    dan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
tatalaksana; 
c)     Pelaksanaan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala 
 
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
3.   Bidang Kelembagaan terdiri atas : 
 
a) Seksi organisasi yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi, dipimpin 








b) Seksi Tata Laksana yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang tata laksana, dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi. 
c. Bidang Pengawasan. 
 
1. Bidang Pengawasan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 
dan pelaporan di bidang pengawasan dan penilaian kesehatan. 
2.  Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi : 
 
a) Penyiapan    bahan    perumusan    kebijakan,    koordinasi    dan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengawasan; 
b) Penyiapan    bahan    perumusan    kebijakan,    koordinasi    dan 
pelaksanaan   kebijakan,   evaluasi   dan   pelaporan   di   bidang 
penilaian kesehatan; 
c)    Pelaksanaan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala 
 
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
3.  Bidang Pengawasan terdiri atas : 
 
a) Seksi Pengawasan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 
kebijakan,   evaluasi   dan   pelaporan   di   bidang   pengawasan, 








b) Seksi  Penilaian  Kesehatan  yang  mempunyai  tugas,  melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan   kebijakan,   evaluasi   dan   pelaporan   di   bidang 
penilaian kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran. 
 
1.  Bidang Bina Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan,koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan di bidangproduksi dan pemasaran. 
2.  Bidang Bina Usaha dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi : 
 
a) Penyiapan    bahan    perumusan    kebijakan,    koordinasi    dan 
pelaksanaan   kebijakan,   evaluasi   dan   pelaporan   di   bidang 
produksi; 
b) Penyiapan    bahan    perumusan    kebijakan,    koordinasi    dan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pemasaran; 
c)    Pelaksanaan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala 
 
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
3.  Bidang Bina Usaha dan Pemasaran terdiri atas : 
 
a) Seksi  Produksi  yang  mempunyai  tugas,  melakukan  penyiapan 
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, dipimpin 








b) Seksi Pemasaran yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran, dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi. 
e. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan. 
 
1. Bidang   Restrukturisasi   dan   Pembiayaan   mempunyai   tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi 
usaha dan pembiayaan. 
2.   Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi : 
 
a)   Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha; 
b)  Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan; dan c) 
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
3.   Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan terdiri atas : 
 
a) Seksi Restrukturisasi Usaha yang mempunyai tugas, melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha, 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 
b)  Seksi Pembiayaan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan 








evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pembiayaan,  dipimpin  oleh 
seorang Kepala Seksi. 
f.   UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM 
 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah terdapat Balai Pelatihan 
Koperasi UKM yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di 
bidang  pelatihan  Koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah.  Untuk 
melaksanakan tugas pokok dimaksud, UPT Balatkop UKM 
menyelenggarakan fungsi : 
1.   Penyusunan   rencana   teknis   operasional   di   bidang   pengkajian, 
pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan. 
2.   Pelaksanaan   kebijakan   teknis   operasional   di   bidang   pengkajian, 
pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan. 
3.   Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan Koperasi dan 
usaha mikro kecil dan menengah. 
4.   Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas  sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Adapun Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Balai 
 
Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut : 
 
1.    Kepala Balai 
 








3.    Seksi Pengkajian dan Pengembangan 
 
4.    Seksi Penyelenggara 
 
5.    Kelompok Jabatan Fungsional 
 
Dinas Koperasi juga mempunyai wewenang yaitu : 
 
1. Menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan 
secara makro. 
2. Menetapkan  pedoman  untuk  menentukan  standar  pelayanan  minimum 
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM. 
3.    Menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUKM. 
 
4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi 
pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang KUKM. 
5. Mengatur   penerapan   perjanjian   atau   persetujuan   internasional   yang 
disahkan atas nama negara di bidang KUKM. 
6.    Menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM. 
 
7.    Menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM. 
 
8.    Menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM. 
 
9.    Menerapkan pedoman akuntasi koperasi dan pengusaha kecil menengah. 
 
10.  Menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi. 
 
11.  Memberikan  dukungan  dan  kemudahan  dalam  pengembangan  sistem 
distribusi bagi KUKM. 
12.  Memberikan dukungan  dan kemudahan dalam  kerjasama antar KUKM 
 













Produk layanan yang di sediakan oleh dinas koperasi sendiri, yaitu : 
 
1.     Surat keputusan akta pendirian koperasi 
 
2.     Rekomendasi Persetujuan 
 
3.     Sertifikat 
 
4.     Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah IKM binaan 
 
5.     Kemasan 
 
6.     Stempel dan segel tera31 
 
Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas, maka untuk 
mewujudkannya dijabarkan dalam program, yaitu : 
1.     Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
 
2.     Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
 
3.     Program Perencanaan Pembangunan Daerah 
 
4.     Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
 
5.     Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
 
6.     Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
 
7.     Program Sinkrnosasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
 
8.     Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan 
 
9.     Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan 
 
10.    Program Pengembangan Eksport 
 
11.    Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 
 
12.    Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi\ 
 












14.    Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 
 
15.    Program    Pengembangan  Kewirausahaan  dan  Keuanggulan  Kompetitif 
 
Usaha Kecil Menengah 
 
16.    Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 
 
17.    Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
 





D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen 
 
a.    Pengertian Konsumen 
 
Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris- 
Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata 
consumer adalah setiap orang pengguna barang.33 
Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi kata consumer 
sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian konsumen dalam Pasal 1 ayat 
(2) UUPK mengandung unsur-unsur  sebagai berikut: 
a.   Konsumen adalah setiap orang: Maksudnya adalah orang perorangan 
dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non badan hukum). 
b.   Konsumen sebagai pemakai Pasal 1 ayat (2) UUPK hendak menegaskan 
bahwa   UUPK   menggunakan   kata   “pemakai”   untuk   pengertian 
konsumen  sebagai  konsumen  akhir  (end  user).  Hal  ini  disebabkan 
karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa untuk diri sendiri. 
 
32 Rencana Strategis Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2016 









c.   Barang dan/jasa 
 
Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk 
diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan 
berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh 
konsumen. 
d.   Barang  dan/jasa  tersebut  tersedia  dalam  masyarakat  Barang  dan/jasa 
yang   akan   diperdagangkan   telah   tersedia   di   pasaran,   sehingga 
masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya. 
e.   Barang  dan/jasa  digunakan  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, 
orang lain atau mahluk hidup lain. Dalam hal ini tampak adanya 
teorikepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/jasa. 
f.   Barang dan/jasa tidak untuk diperdagangkan 
 
Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya 
konsumenakhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak 
memperdagangkan barang dan/jasa yang telah diperolehnya. Namun,untuk 
dikonsumsi sendiri.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka (1) 
yang berbunyi: 
“Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya 
 
kepastianhukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 
 
Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 
tersebut, cukup memadai.Kalimat yang menyatakan segala upaya yang 
menjamin adanya kepastianhukum, diharapkan sebagai benteng untuk 








demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya 
menjamin kepastian hukum bagi konsumen. 
Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1999 
 
Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: 
 
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baikuntuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 
maupun makhluk hidup laindan tidak untuk diperdagangkan” 
 
Cakupan makna tentang konsumen menurut yang diatur dalam Undang- 
Undang Perlindungan Konsumen yakni: 
a.   Hanya orang-perorangan 
 
b. Konsumen dibatasi dengan konsumen akhir. Konsumen antara 
tidaktermasuk dalam pengertian yang dimaksud 
c.   Barang/jasa telah tersedia atau telah dipromosikan kepada masyarakat 
subjek yang disebut konsumen berarti setiap orang berstatus sebagai 
pengguna suatu produk. Orang yang dimaksud dalam UUPK wajiblah 
merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat 
memakai, menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi diri 
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan  hanyalah  orang  alami  atau  manusia.Termasuk 
pengertian pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat ini antara lain adalah 
pembeli barang dan/atau jasa, termasuk untuk keluarga, 
peminjam,penukar, pelanggan atau nasabah,dsb.Istilah “perlindungan 
konsumen“ berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, 








yang mendapatkan perlindungan itubukan sekadar fisik, melainkan 
terlebih-lebih haknya yang bersifat abstrak, dengan kata lain 
perlindungan  konsumen  sesungguhnya  identik  dengan  perlindungan 
yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Hal ini disebabkan 
karena kehadiran suatu kaidah hukum (legal procept),aturan hukum 
(regulayuris), alat hukum (remedium juris) dan ketegakan hukum(law 
enforcement) yang menetap adalah dambaan masyarakat Indonesia 
sekarang, sehingga para konsumen, pelaku usaha, bahkan segenap 
masyarakat akan memetik hasilnya. 
b. Teori Tujuan Hukum 
 
Beberapa teori -teori yang paling dikenal mengenai tujuan hukum, yaitu: 
 
a.  Teori Keadilan 
 
Menurut  teori  ini,  tujuan  hukum  adalah  keadilan.  Teori  ini  dapat 
dikatakan merupakan teori tertua mengenai tujuan hukum. Perhatian 
terhadap keadilan telah ada sejak zaman dahulu kala. Bangsa Yunani 
Kuno misalnya, mereka telah memiliki dewi yang khusus mengenai 
keadilan yaitu Dewi Themis. 
b.   Teori Utilitas (Kemanfaatan) 
 
Pelopor teori utilitas adalah Jeremy Bentham, menurut Bentham ada 
duamajikan (Master) dalam kehidupan manusia, yaitu susah (pain) dan 
senang (pleasure). Dua hal ini menguasai semua yang dilakukan, semua 
yang ditakutkan, dan semua yang kita fikirkan. Semua tindakan manusia 








kesusahan.  Sehubungan  dengan  itu,  Jeremy  Bentham  mengemukakan 
asas manfaat (principle of utility),yaitu semua hal harus bermanfaat untuk 
memenuhi kecendrungan manusia untukmenghasilkan kesenangan, dan 
mencegah kesusahan. 
c. Teori Gabungan : Keadilan dan Manfaat 
 
Menurut L.J.Van Apeldoorn pandangan ini sudah terdapat dalam 
tulisanJ.Schrassert pada tahun 1719 yang mengemukakan bahwa “kedua 
wujud hukumyang terpenting ialah keadilan dan manfaat”. 
d. Teori Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 
 
Masyarakat pada umumnya cenderung berpandangan bahwa tujuan 
hukumadalah menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.34 
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan 
bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan 
perlindungan terhadap harkatdan martabat manusia yang bersumber pada 
Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.Roscou 
Pound mengemukakan bahwa perlindungan hukum memiliki tujuanuntuk 
melindungi kepentingan manusia (law as tool of social engineering). 
Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi 
manusia  dalam  bidang  hukum.  Roscou  Pound  membagi  kepentingan 
manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu: 
 
 









a.   Public interest (kepentingan umum) 
 
b.   Social interest (kepentingan masyarakat) dan 
c.   Privaat interest (kepentingan individual) 
d.   Kepentingan umum (public interest)yang utama, meliputi: 
 
Ada enam kepentingan masyarakat (social interest) yang dilindungi oleh 
hukum, yang meliputi: 
a.  Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti keamanan, 
kesehatan, kesejahteraan, jaminan transaksi-transaksi, dan pendapatan 
b. Bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam 
perkawinan,politik seperti kebebasan dalam berbicara, dan ekonomi 
c. Masyarakat   dalam   kerusakan   moralsepertikorupsi,   perjudian, 
pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang 
bertentangan dengan moral yang baik, atau peraturan yang membatasi 
tindakan-tindakan anggota trust 
d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sosial, seperti menolak 
perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (abuse of right) 
e.   Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan 









f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, 
sepertiperlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan 
berbicara dan memilih jabatan.35 
Ada tiga macam kepentingan individual (privat interest), yang perlu 
 
mendapat perlindungan hukum, yaitu: 
 
a.   Kepentingan kepribadian (interest of personality), meliputi perlindungan 
terhadap integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi 
(namabaik), terjaminnya rahasia-rahasia pribadi, kemerdekaan untuk 
menjalankan agama yang dianutnya, dan kemerdekaan mengemukakan 
pendapat; 
b. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interest in domestic), 
meliputi perlindungan bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan 
keluarga, dan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.36 
c.   Kepentingan   substansi   (interest   substance),   meliputi   perlindungan 
 
terhadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen, kemerdekaan 
industri dan kontrak, dan pengharapan legal akan keuntungan- 
keuntungan yang diperoleh. Hubungan hukum adalah hubungan yang 
terjadi antara subjek hukum yangsatu dengan objek hukum lainnya 
dan/atau antara subjek hukum dengan objekhukum yang terjadi dalam 


















terdapat   hak   dan   kewajiban   diantara   pihak-pihak   dalamhubungan 
hukum.37 
Menurut  Az.  Nasution  pengertian  konsumen  menegaskan  beberapa 
batasan yaitu: 
a. Konsumen  adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang 
dan/jasadigunakan untuk tujuan tertentu. 
b.   Konsumen   antara   adalah  setiap   orang   yang   mendapatkan  barang 
dan/jasa untuk digunakann dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau 
untuk diperdagangkan (tujuan komersial). 
c.   Konsumen  antara   adalah  setiap   orang   yang   mendapatkan  barang 
dan/jasa untuk digunakann dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau 
untuk diperdagangkan (tujuan komersial). 
d. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan 
menggunakan   barang   dan/atau   jasa   untuk   memenuhi   kebutuhan 
hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk 
diperdagangkan kembali (non-komersial). Perlindugan terhadap 
Konsumen  dipandang  secara  materiil  maupun  formiil  makin  terasa 
sangat penting, mengingat makin lajunnya ilmu pengetahuan 
danteknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan 
efisiensi pelaku usaha atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam 





37Yolanda Datya Rulyanti. Hubungan Hukum Antara Pt. Telkom Dengan PelangganDalam 
Berlangganan    Produk    Indihome    Fiber    2016.    Melalui    https://anzdoc.com/jurnal-karya- 








kedua hal tersebut,akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka 
 
Konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.38 
 
Pengertian konsumen pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 
 
1999 menentukan bahwa: 
 
”konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk 
diperdagangkan”. 
 
Pengertian bahwa konsumen adalah pemakai akhir barang dan jasa 
yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri atau 
keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 
Berdasarkan berbagai pendapat diatas, penulis setuju untuk 
mendefinisikan konsumen sebagai konsumen akhir. 
Undang - Undang Perlindungan Konsumen  yang lebih ditekankan adalah 
asas itikad baik dari pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam 
melakukan kegiatan usahanya sehingga dimulai dari barang 
dirancang/diproduksi, ditribusi pada pemasaran hingga penawaran, hal 
ini dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen agar tidak 
dirugikan oleh kegiatan pelaku usaha. Di samping itu sebaiknya 
ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen apabila 
dirugikan oleh pelaku usaha pada saat produk mengalami cacat pada saat 















1) Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk 
tersebut jika berdomisili didalam negeri dan domisilinya diketahui 
oleh konsumen yang dirugikan. 
2) Apabila produk yang merugikan konsumen tersbut diproduksi diluar 
negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak 
mencakup pelaku usaha diluar negeri. 
3) Apabila   produsen   maupun   importer   dari   suatu   produk   tidak 
diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen 
membeli barang tersebut. 
Perkembangan teknologi yang sangat cepat merupakan problematik 
konsumen  di  era  globalisasi  masa  ini.  Pelaku  usaha  dituntut  untuk 
mengubah tipe-tipe produknya mengikuti selera dan kebutuhan konsumen 
yang terus berganti dalam waktu singkat. Perkembangan teknologi yang 
berkembang pesat tersebut menimbulkan kesenjangan pengetahuan 
konsumen   terhadap   produk   teknologi   tinggi,   salah   satunya   terhadap 
distribusi smartphone. Munculnya kesenjangan ini karena kondisi budaya 
konsumen yang pada umumnya kurang sensitif terhadap perkembangan 
teknologi dalam mencermati kebutuhan teknologi, dan belum optimalnya 
upaya pelayanan informasi publik oleh instansi yang terkait. 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
disebutkan juga sejumlah hak dan kewajiban konsumen yang mendapat 
jaminan dan perlindungan hukum. Sebagai pemakai barang dan atau jasa, 








bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri ketika hak-haknya 
dilanggar oleh pelaku usaha. Setiap konsumen tidak hanya mempunyai hak 
yang bisa dituntut dari pelaku usaha, tetapi juga kewajiban yang harus 
dipenuhi atas diri pelaku usaha. 
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan 
 
Konsumen disebutkan juga sejumlah hak-hak konsumen, yaitu: 
 
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan 
atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan; 
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
d. hak untuk didengar pendapat dan keluahannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f.  hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 
 
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 








i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Hak-hak konsumen sebagaimana disebut di atas secara ringkas dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung 
pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, 
aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus 
dilindungi  dari  segala  bahaya  yang  mengancam  kesehatan,  jiwa,  dan 
harta  bendanya  karena  memakai  atau  mengonsumsi  suatu  produk. 
Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, 
konstruksi,  maupun  kualitasnya  harus  diarahkan  untuk  mempertinggi 
rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
b. Hak untuk memilih, mengandung pengertian tidak dikehendakinya 
prroduk yang dapat mencelakakan dan mencederai konsumen. Karena 
itu, pelaku usaha wajib mencantumkan label produknya sehingga 
konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat 
membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya atau menerangkan 
secara lengkap perihal produknya sehingga konsumen dapat memutuskan 
apakah produk tersebut cocok baginya. 
c. Hak atas informasi yang benar, mengandung pengertian dalam hal 
berproduksi pelaku usaha diharuskan bertindak jujur dalam memberi 
informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik bagi 








diharuskan informasi yang jujur, benar, dan jelas sehingga tidak 
mengelabui atau membodohi konsumen. Karena itu, pemanfaatan media 
informasi oleh pelaku usaha, baik   dengan iklan, dan media lainnya 
hendaknya dilandasi kejujuran dan niat baik. 
d. Hak untuk didengar mengandung pengertian bahwa pelaku usaha 
seharusnya mendengar keluhan konsumen dan memberikan penyelesaian 
yang baik apabila setelah mengonsumsi atau menggunakan suatu produk, 
konsumen merasa dirugikan atau dikecewakan karena ternyata produk 
yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya, 
misalnya kualitas tidak sesuai. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa, dimaksudkan bahwa pelaku usaha berada dalam kedudukan 
yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan 
dibanding dengan konsumen, maka konsumen perlu mendapatkan 
perlindungan yang secara patut atas hak-haknya. Perlindungan itu dibuat 
dalam suatu peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan 
baik. 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, yang 
berarti  konsumen  berhak  mendapatkan  bagaimana  berkonsumsi  yang 
baik. Pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik 
sehingga konsumen makin dewasa bertindak dalam memenuhi 








g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur, yang berarti dalam 
memperoleh pelayanan konsumen berhak juga untuk diperlakukan secara 
benar dan jujur serta tidak diskriminatif dengan konsumen lainnya, tanpa 
ada pembeda-bedaan berdasarkan ukuran apapun, misalnya suku, agama, 
budaya, daerah, daerah asal atau tempat tinggal, pendidikan, status 
ekonomi, dan status sosial lainnya. 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, mengandung 
pengertian apabila konsumen merasa dirugikan atau dikecewakan karena 
produk yang dikonsumsi atau digunakan tidak sesuai dengan informasi 
yang diterimanya, maka konsumen berhak mendapatkan penggantian atas 
kerugian yang dideritanya setelah mengonsumsi produk tersebut atau jika 
produk tidak sesuai. 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya, yang  berarti konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya 
sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan 
perundang-undangan  yang  berlaku.  Ketentuan  ini  membuka 
kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak-hak baru dari 
konsumen  di  masa  yang  akan  datang,  sesuai  dengan  perkembangan 
zaman. 
Setiap konsumen tidak hanya mempunyai hak yang bisa dituntut dari 
pelaku usaha, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi atas diri pelaku 
usaha. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang 








a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
b.  beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian barang  dan/atau 
jasa; 
c.  membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
 
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
Konsumen tentunya harus dapat benar-benar mengetahui hak-hak 
dan kewajibannya, dengan tidak diam saja saat hak-hak konsumen sudah 
jelas dilanggar. Hak-hak tersebut pun telah dilindungi oleh negara dengan 
adanya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  sehingga  tidak  terjadi 
hal-hal yang senantiasa merugikan konsumen dan terjalin hubungan yang 
baik dengan pelaku usaha dimana masing-masing pihak dapat saling 
menghormati hak dan kewajibannya. Hak dari konsumen merupakan 
kewajiban pelaku usaha, begitu juga sebaliknya, kewajiban konsumen 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Hasil Penelitian 
Visi 
Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang untuk lima tahun ke 




Terwujudnya Pemlang hebat yang berdaulat, 
 





Sedangkan  untuk  pencapaian  visi  Kabupaten  Pemalang  tahun 
 
2016-2021 tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut: 
 
1. Meningkatkan  akses  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam 
pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan 
gotong royong. 
2.   Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan 
masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan 
perempuan, perlindungan social dan anak. 
3.   Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis 
sumberdaya  lokal  untuk  menanggulangi  kemiskinan  dan 
pengangguran. 
4.   Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra 













5.   Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, 
dan saling menghormati. 
6.   Meningkatkan   tata   kelola   pemerintahan   yang   baik,   penegakan 
supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah. 
7.   Menumbuhkan   kembali   budaya   asli   daerah   sebagai   landasan 
pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat. 
Fungsi dari Diskoperindag dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 Peraturan bupati Nomor 57 Tahun 2016, yaitu : 
f. Perumusan  kebijakan  sesuai  dengan  urusan  pemerintahan  sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 
g.   Pelaksanaan  kebijakan  sesuai  dengan  urusan  pemerintahan  sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 
h.   Pelaksanaan    evaluasi    dan    pelaporan    sesuai    dengan    urusan 
pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
i. Pelaksanaan  administrasi  dinas  sesuai  dengan  urusan  pemerintahan 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 









Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan 
 




Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Perindustrian  dan  Perdagangan  adalah 
suatu instansi pemerintah daerah yang berada langsung dibawah Kementrian 
Perdagangan  Republik  Indonesia,  sesuai  dengan  namanya 
DISKOPERINDAG membawahi segala aktifitas terkait perindustrian dan 
perdagangan yang ada di tingkatan daerah atau provinsi.39 
Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Perbup No. 57 Tahun 2016 Susunan 
 
Organsasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan 
dalam melaksanakan tugas tersebut dinas koperasi dan UMKM perindustrian 
dan Perdagangan  dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, 















dimaksud    dalam    Undang-undang    Nomor    28    Tahun    1999    tentang 
 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi. 
 
Salah  satu  azas  penyelenggaraan  good  governance  yang  tercantum 
dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang 
menentukan   bahwa   setiap   kegiatan   dan   hasil   akhir   dari   kegiatan 
penyelenggara  Negara  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada 
masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan 
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku.   Akuntabilitas 
tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan 
akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.40   Dasar  hukum  yang  melandasi 
Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Pemalang Tahun 2019 antara lain : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. 
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi No. 53 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Dinas 
Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang 
dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang  Nomor  13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
 
Pemalang serta berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 57 Tahun 
 













dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Sesuai 
dengan pasal 2 (ayat 1) Perbup No. 57 Tahun 2016 
Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
 
Kabupaten Pemalang, antara lain : 
 
1.   Urusan Koperasi, yang terdiri dari : 
 
a. Sub Urusan Izin Usaha Simpan Pinjam yaitu; penerbitan izin usaha 
simpan pinjam dan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang 
pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi 
dengan wilayah keanggotaaan dalam daerah. 
b. Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan Yaitu ; Pemeriksaan dan 
pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah, 
Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi simpan pinjam, Sub urusan 
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian. 




d. Sub   Urusan   Pemberdayaan   dan   Perlindungan   Koperasi   yang 
keanggotaannya dalam daerah. 
e. Sub  Urusan  Pemberdayaan  Usaha  Menengah,  Usaha  Kecil,  dan 
Menengah (UMKM) yaitu Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan 
melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan 








f. Sub Urusan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala 
usaha menjadi usaha kecil. 
2.   Urusan Industri, yang meliputi : 
 
a. Sub  Urusan  Perencanaan  Pembangunan  Industri  yaitu  Penetapan 
rencana pembangunan industri; 
b. Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional yaitu penyampaian 
laporan informasi industri untuk : 
a.    Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan izin perluasannya; 
 
b.    Izin Usaha Industri (IUI) Menengah dan Izin perluasannya. 
 
c.    Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin PerluasanKawasan 
 
Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah. 
 
3.   Urusan Perizinan, yang terdiri dari : 
 
Sub Urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yaitu : 
 
a.   Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat; 
 
b.  Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan 
distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat 
daerah; 
c.  Rekomendasi   penerbitan   Pedagang   Kayu   Antar   Pulau   Terdaftar 
 
(PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau; 
 
4.   Sub Urusan Sarana Distribusi Perdagangan 
 








b. Pembinaan    terhadap    pengelola    sarana    distribusi    perdagangan 
masyarakat di wilayah kerjanya; 
5.   Sub Urusan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yaitu: 
 
a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di 
tingkat daerah; 
b. Pemantauan  harga  dan  stok  barang  kebutuhan  pokok  dan  barang 
penting di tingkat daerah; Melakukan operasi pasar dalam rangka 
stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah; 
c. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten Pemalang 
dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan 
pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; 
6.   Sub Urusan Pengembangan Ekspor yaitu : 
 
a.  Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, 
pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan 
yang terdapat pada satu daerah; 
b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah 
provinsi (lintas daerah Kabupaten/Kota); 
7.   Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yaitu Pelaksanaan 
metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. 
Selain  mempunyai  tugas  sebagaimana dimaksud  pada pasal  4  ayat  (1) 









Permasalahan Utama : 
 
Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan sektor 
Koperasi   dan   UMKM,   Perindustrian   dan   Perdagangan   di   Kabupaten 
Pemalang, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut : 
1.   Rendahnya daya saing produk UMKM; 
 
2.   Masih terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi guna peningkatan kualitas produk UMKM; 
3. Banyak tumbuhnya pasar modern dengan manajemen yang baik, 
berpengaruh terhadap keberadaan pasar rakyat / tradisional; 
4. Kelembagaan   koperasi   belum   sepenuhnya   mendukung   gerak 
pengembangan usaha; 
5.   Belum sepenuhnya tercipta jaringan mata rantai tataniaga yang efektif dan 
efisien, baik dalam pemasaran hasil produksi UMKM; \Kualitas dan 
kuantitas SDM yang belum memadai; 





B.  Pembahasan 
 
1. Peran  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Perindustrian  dan 
Perdaganngan kabupaten Pemalang terhadap pedagang UMKM 
yang   tidak   mencantumkan   Label   Kemasan   Kesehatan   pada 
produk makanan 
Setiap pangan yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia 








menjamin perlindungan terhadap konsumen. Definisi pangan tersebut 
mencakup   juga   minuman,   sebagaimana   dimaksud   dalam Pasal 
1 angka 1 Undang-Undang    Nomor    18    Tahun    2012    tentang 
 
Pangan (“UU Pangan”), sebagai berikut: 
 
“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 
produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, 
perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 
diperuntukkan    sebagai    makanan    atau minuman bagi    konsumsi 
manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, 
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, 
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman” 
 
Setiap pihak untuk memberikan keterangan label pada pangan yang 
diperdagangkannya,       sebagaimana       dimaksud       dalam       Pasal 
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label 
dan Iklan Pangan Label Pangan, menyatakan : 
“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang 
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib 
mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan” 
 
Pasal  1  angka  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999 
 
Tentang Label dan Iklan Pangan Label Pangan adalah setiap keterangan 
mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, 
atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, 
ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang 
selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label. Sekalipun, 
pelaku usaha menggunakan produk pangan sebagai bahan baku dan 
bukan untuk keperluan penjualan langsung kepada masyarakat, UU 








mengenai penghilangan informasi pada label pangan yang diedarkan 
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  99  UU Pangan dan Pasal  29  PP 
69/1999, Setiap orang dilarang : 
 
a. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali 
pangan yang diedarkan. 
b. Menukar  tanggal,  bulan,  dan  tahun  kedaluwarsa  pangan  yang 
diedarkan. 
Dalam hal ini setiap tahunnya diskoperindag melakukan program 
perlindungan konsumen. Program perlindungan konsumen sendri ialah 
pengawasan bahan berbahaya dan label. Salah satunya diskoperindag 
melakukan pengecekan label makanan ke pedagang seperti di wilayah 
Pasar   Moga   sudah   tertib   tetapi   masih   perlu   penataan   terkait 
kenyamanan konsumen. Program dan kegiatan pengawasan mutu 
dagangan bahan tambahan pangan dan kadaluarsa pedagang kaki lima 
diarahkan untuk keselamatan konsumen diantaranya bahan makanan, 
yaitu : 
Kusrini dengan nama produk Jajanan basah dan Makaroni yang 
bertempat di Pasar Moga belum memiliki izin apalagi memiliki label 
yang seharusnya dicantumkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Label Pangan 
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan 








“Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang 
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib 
mencantumkan label didalam, dan atau dikemasan pangan” 
 
Akan tetapi dari pihak pelaku usaha tidak mencantumkan label atau 
informasi-informasi terkait dengan produk yang di perdagangkan. Dan 
setelah dilakukan pengecekan laboratorium dengan cara repid test dari 
balai pom penguji makanan salama isolasi 14 hari produk yang dijual 
dari pelaku usaha tersebut Positif mengandung bahan berbahaya 
Rhodamin B. 
Dengan di temukan kasus seperti diatas diskoperindag membuat 
peringatan pertama terhadap pelaku usaha dengan jangka waktu 7 hari 
dalam bentuk tertulis tetapi pelaku usaha tetap melanggar sampai 
peringatan ketiga. Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran 
diksoperindag memberikan sanksi pencabutan izin dan menutup 
usahannya. 
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten  Pemalang  atau  yang  biasa  disebut  DISKOPERINDAG 
dalam mendukung keamanan pangan adalah dengan menjamin 
ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau, 
adapun  mendukung  peranan  tersebut  adalah  dengan  kegiatan 
monitoring perkembangan harga dan melakukan operasi pasar bila 
diperlukan. 
Dengan  berbagai  kasus  diatas  Peran   Dinas   Koperasi  dan 
 








Koperasi,    UMKM    Perindustrian    dan    Perdagangan    Kabupaten 
menyatakan : 
“Peran Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan 
atau  Diskoperindag  Kabupaten  Pemalang  mempunyai  tugas  dan 
fungsi sebagai pengawasan terhadap perlindungan konsumen sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dalam hal ini dituangkan   dalam kegiatan setiap tahun 
anggaran  yaitu pengawasan sembilan bahan pokok dan pengawasan 





2. Upaya  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Perindustrian  dan 
Perdaganngan  Dikabupaten  Pemalang  Terhadap  Pedagang 
UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Kemasan Kesehatan 
pada produk makanan 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 
 
Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa : 
 
“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan 
air,  baik  yang  diolah    maupun  tidak  diolah,  yang  diperuntukkan 
sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan 
makanan atau minuman” 
 
Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang 
dikemas untuk diperdagangkan pelaku usah wajib mencantumkan label 
didalam kemasan pangan. Keterangan mengenai label tertera dalam 
Pasal  3  ayat  (2) Pasal  1  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor 69 
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a.   Nama Produk 
 
b.   Daftar bahan yang digunakan 
a.   Berat bersih atau isi bersih 
b.   Nama  dan  alamat  pihak  yang  memproduksi  atau  memasukkan 
kedalam wilayah Indonesia 
c.   Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa 
 
Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan pada label yang 
dicantumkan oleh pelaku usaha harus benar dan tidak menyesatkan, 
baik  mengenai  tulisan,  gambar  atau  dalam  apapun  lainnya.  Setiap 
orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan 
yang diperdagangkan dengan label apabila keterangn atau pernyataan 
tersebut   tidak   benar   atau   menyesatkan.   Pada   label   dilarang 
dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk bahwa pangan 
yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat dan setiap orang 
dilarang mencantumkan ada label tentang logo, atau identitas lembaga 
yang melakukan analisis tentng produk pangan tersebut. 
Pelaku usaha yang memproduksi atau memasukan pangan yang 
dikemas   untuk   diperdagangkan   dan   menyatakan   bahwa   pangan 
tersebut halal bagi umat islam, bertanggungan jawab atas kebanaran 
pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan 
halal pada label. 
Keterangan  tentang bahan yang digunakan dalam proses produksi 








dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat 
penambah gizi lainnya. Dan untuk nama yang digunakan dalam proses 
produksi  adalah nama yang lazim digunakan. 
Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku 
sebagaimana dimuatt dalam pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yaitu : 
a. Denda; 
 
b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; 
 
c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;\ 
 
d. Ganti rugi; dan/atau 
e. Pencabutan izin. 
Langka-langka yang diambil Dinas Koperasi dan UMKM 
Perindustrian dan Perdaganngan Dikabupaten Pemalang dalam 
melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan 
Konsumen yaitu kewenangan Kabupaten Pemalang dalam bidang 
perlindungan konsumen hanya terkait pengawasan pelayanan tera dan 
tera ulang serta pengawasan kemetrologian untuk melaksanakan 
tersebut  Diskoperindag  Kabupaten  Pemalang  unit  metrology  legal. 
Dan Diskoperindag Kabupaten Pemalang tidak memiliki data tentang 
pengawasan pangan label tersebut terakit dalam rangka pangan dan 
pemberian  label  pada  kemasan.  Dan  upaya  Dinas  Koperasi  dan 
UMKM Perindustrian dan Perdaganngan Dikabupaten Pemalang 








Kemasan  Kesehatan pada produk    makanan  menurut  Eliyah  Puspa 
 
Purwanti, yaitu : 
 
“Diskoperindag  Kabupaten  Pemalang  senantiasa  melakukan 
pembinaan dan memberikan fasilitas kemasan bagi yang mengajukan 
permohonan kemasan label secara aktif dan telah melakukan  langka- 
langka dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen dalam hal 
ini kemasan dan label kesehatan pada produk makanan dengan 
melakukan mengambil sempel bisa meinamalisir campuran bahan 
makanan  yang  digunakan.  Data  yang  tersedia  1.300  dan  makanan 
yang diuji 600 dengan jumlah yang aman dalam kandungan makanan 
berbahaya   576   dan   yang   mengandung      bahan   makanan   yang 
berbahaya 24 ”42 
 
Pembinaan terhadap pelaku usaha (produsen) mengandung makna 
mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai dengan aturan yang 
berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan, 
maupun kepatutan. Dengan demikian, pelaku usaha akan bertingkah 
laku sepantasnya dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. 
Dalam pembinaan, terkandung unsur bantuan, yaitu membantu pelaku 
usaha supaya sedapat mungkin memenuhi kewajibannya melalui 
ketangguhan dalam berusaha sehingga tercipta iklim usaha yang sehat 
dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen. 
Kemudian, melalui pembinaan ini dapat dicapai tingkat kualitas sumber 
daya manusia yang memadai sebagai pelaksana kegiatan usaha. 
Pembinaan kepada konsumen diarahkan untuk meningkatkan sumber 
daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak- 
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terhadap pelaku usaha mengandung makna pemastian atas terpenuhinya 
atau terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, 
pengawasan merupakan unsur yang penting dalam hal terlaksananya 
perlindungan konsumen. Dalam artian ini, pelaku usaha sebagai 
produsen senantiasa harus diawasi supaya mereka bertindak sesuai 
dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha benar-benar 
memenuhi kewajibannya. Demi terlaksananya perlindungan konsumen, 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku 
usaha sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7, yaitu: 
1.   Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 
 
2.   Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan 
3.   Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif 
4.   Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku 
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan 
6.   Memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  apabila 








tidak   sesuai   dengan   perjanjian.   Berdasarkan   substansi   pasal 
tersebut, jelas bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban yang sangat 
mempengaruhi keselamatan dan keamanan konsumen. Selain itu, 
pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab 











A.  Kesimpulan 
 
1. Peran Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau 
Diskoperindag Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan fungsi sebagai 
pengawasan terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan Undang- 
undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal 
ini dituangkan  dalam kegiatan setiap tahun anggaran  yaitu pengawasan 
sembilan bahan pokok dan pengawasan   makanan berbahaya termasuk 
kemasan pada label  kesehatan pada produk makanan dan akan memberi 
sanksi bagi yang melanggar berupa : 
a.  Denda; 
 
b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; 
 
c.  Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen; 
 
d. Ganti rugi; dan/atau 
e.  Pencabutan izin. 
2. Langka-langka yang diambil Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian 
dan Perdaganngan  Dikabupaten Pemalang  dalam melaksanakan amanat 
Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen yaitu 
kewenangan Kabupaten Pemalang dalam bidang perlindungan konsumen 
hanya terkait pengawasan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan 













Pemalang unit metrology legal. Diskoperindag Kabupaten Pemalang 
senantiasa melakukan pembinaan dan memberikan fasilitas kemasan bagi 
yang  mengajukan  permohonan  kemasan  label  dan  telah  melakukan 
langka-langka dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen dalam 
hal ini kemasan dan label kesehatan pada produk makanan dengan 
melakukan   mengambil   sempel   bisa   meinamalisir   campuran   bahan 
makanan yang digunakan. Data yang tersedia 1.300 dan makanan yang 
diuji 600 dengan jumlah yang aman dalam kandungan makanan berbahaya 





B.  Saran 
 
Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdaganngan 
Dikabupaten Pemalang dalam melaksanakan harus lebih waspda lagi terkait 
dengan perederan produk makanan yang tidak mencantumkan label kesehatan 
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